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UUD 1945 Pasal 24
MAHKAMAH KONSTITUSI
Review UU terhadap UUD

UUD 1945 Pasal 24
MAHKAMAH AGUNG
Penegakan Hukum

UUD 1945 Bab VIl A
DPD RI
Pertimbangan & pengawasan dalam
rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

UUD 1945 PASAL 23E

Keuangan
Negara

UUD 1945 Pasal 4
PRESIDEN
Penyelenggara Pemerintahan

UUD 1945 Pasal 2
MPR RI
Tetapkan UUD, Lantik & Berhentikan
Presiden/Wakil presiden

UUD 1945 Bab VII A
DPR RI
Legislasi, Anggaran, & Pengawasan

UUD 1945 Pasal 24

Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara

diadakan suatuBadan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya UUD 1945
ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu | Pasal 23 1945
diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat. Ayat5 1§ ;
BPK /7 \
terbentuk 1947

BPK Terdiri dari 7 Anggota yang dipilih oleh DPR dan
ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden,
2 diantaranya diusulkan dari internal BPK. Ketua dan
wakil ketua dipilih oleh DPR

UU No. 5 Thn 1973
Tentang BPK

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara

) ! AT ¢ (UUD 1945)
diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

Perubahan Ketiga
UUD 1945 BAB VIIIA
Pasal 23 E,F, G

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pemeriksa keuangan diatur dalam 200 1
undang-undang. T

UU 15 TH 2004

Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan & Tanggungjawab
Keuangan Negara

O OCC

2004

BPK Terdiri dari 9 Anggota yang dipilih oleh DPR
dengan pertimbangan DPD dan ditetapkan oleh
Presiden dengan Keputusan Presiden. Anggota BPK
memilih ketua dan wakil ketua.

UU 15 Thn 2006
Tentang BPK
(Pengganti UU
No.5 Thn 1973)

KOMISI YUDISIAL
Usulkan hakim Agung & tegakkan
Etika hakim
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Ketua Wakil Ketua Anggota | Anggota Il
Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA. Dr. Budi Prijono S.T., M.M., Nyoman Adhi Suryadnyana, Ir. Daniel Lumban
CFrA. GRCEJ. CGCAE, CPS. S.E., M.E., M.Ak., CSFA,, Tobing, CSFA., CFrA.
" CRMP. ’ CertDA., CGCAE., GRCE.

Anggota lli Anggota IV Anggota V Anggota VI Anggota VII
Dr. Akhsanul Khaq MBA,, Haerul Saleh, S.H., H. Bobby Adhityo Drs. Fathan Subchi, Dr. Slamet Edy
CMA, CFE, CA, CSFA, CPA, CRA., CRP., CIABV., Rizaldi, SE. Ak., M.A.P. CIISA., ChFA. Purn(-)mo S.E., M.M
CFrA, Ak., CertDA, CGCAE, CSFA. M.B.A, C.F.E., C.A. S

GRCE, CIISA.



VISI BPK

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif @
dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang

Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapal Tujuan Negara ‘_‘_'

MISI BPK

o Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk
E ;. memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan

Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti
Kerugian negara

o Melaksanakan tata Kkelola organisasi yang transparan dan
perkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya




STRUKTUR ‘¥ RGANISASI

Ketua/Wakil Ketua *

dan 7 Anggota ‘
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Badan Diklat Inspektur Utama - G Sekretaris Jenderal §§ Ditama Revbang B Ditama Binbangkum
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HUMAN RESOURCES
Support by 9.891 staff & =

Per 2 Nov 2023

® women @ Men




KEDUDUKAN BPK

. Kantor Pusat BPK di DKI Jakarta

34 Kantor Perwakilan disetiap Provinsi

1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di DKI Jakarta

_4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Yogyakarta, Medan, Gowa dan Denpasar



3 JENIS

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan

secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk

menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN Dzﬁ’ggﬁ'#ﬁ’jﬁxb‘
KEUANGAN KINERJA
TERTANTU (PDTT)
Pemeriksaan atas Pemeriksaan atas Pemeriksaan yang
Laporan Keuangan aspek Ekonomi, tidak termasuk dalam
Efisiensi, dan pemeriksaan keuangan

Efektivitas dan kinerja



OBJEK PEMERIKSAAN

1LKPP
1LK BUN

86 LK K/L
34 LK PEMPROV
508 KL PEMKAB/KOTA

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa
mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan
dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada kriteria :

o Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemeriksaan

o Kecukupan Pengungkapan

o Kepatuhan terhadap peraturan perundangan-

undangan

o Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Keterangan:
Wajar Tanpa Pengecualian/unqualified
Wajar Dengan Pengecualian/qualified

Tidak Wajar/adverse
Tidak Menyatakan Pendapat/disclaimer

-



PEMERIKSAAN KINERJA

EKONOMI

o Pemeriksaan Kinerja atas
Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan
EFISIENSI o Pemeriksaan Kinerja
Kontribusi Energi Baru
Terbarukan dalam Rasio
Elektrifikasi

o Pemeriksaan Kinerja atas
RSUD

EFEKTIVITAS

OUTCOME




PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN
TERTENTU (PDTT)

Pemeriksaan selain pemeriksaan laporan
keuangan dan pemeriksaan kinerja.

—————————————————

________________



PEMERIKSAAN

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen,
obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

(Pasal 1 Angka 1 UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

P
TEMUAN-TEMUAN KEUANGAN e
BPK
 KONDISI
- AKGBAT N @ ) ( REKOMENDAS
* SEBAB
e KOMENTAR TERPERIKSA

» REKOMENDASI TEMUAN
PEMERIKSAAN >
DENGAN TUJUAN
TERTENTU




WAJAR BUKAN B

SAMPLE

PEMERIKSA TIDAK MELAKUKAN
PEMERIKSAAN ATAS SEMUA
TRANSAKSI

MATERIALITAS

KEPUTUSAN PEMERIKSA
BERORIENTASI PADA HAL YANG
SIGNIFIKAN
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER (IHPS)

adalah Hasil akhir dari proses penilaian kenenaran, kepatuhan, kecermatan, : adalah Dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai
kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaandan : hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pementauan tindak lanjut
tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, : hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian
objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang : pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK. : satu semester.

* Pasal 1 angka 14 UU 15 Tahun 2006 tentang BPK -~ oPasa 18 ayat (1) UU 15/2004

o Pasal 15 dan Pasal 16 UU 15 Tahun 2004 : “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) disampaikan kepada
- Lembaga Perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah

(P ATAS LK M LEP KINERJA N LHPOTT berakhirnya semester yang bersangkutan”

Semester | Semestar II Semester | Semester Il

Paling lambat 2 Ditetapkan secara E @ | ﬁ?
(dua) bulan setelah profesional Januari J""' Desember J”"'
LK diterima BPK oleh BPK IHPS | IHPS Il

Sept/Okt Maret/April
l l

~ a ‘ BATASAN WAKTU PEMERIKSAAN BPK \
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Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum,
KECUALI laporanyang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan




ILIVIURIY TLIVIURAIN U

TEMUAN-TEMUAN BPK

PASAL 12 PASAL 14 (1)
UU 15/2004 UU 15/2004

. SISTEM . KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PENGENDALIAN INTERN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAI

T —
KELEMAHAN e ._ KERUGIAN NEGARA

STRUKTUR

PENGENDALIAN md POTENSI KERUGIAN NEGARA
INTERNAL

—

8 KEKURANGAN PENERIMAAN
KELEMAHAN SISTEM
M PELARSANAAR pi ADMINISTRATIF
PELAKSANAAN e
ANGGARAN |

KELEMAHAN SISTEM
PENGENDALIAN

S
1 AN i




3 NILAI DASAR
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

|

BPK adalah lembaga negarayang : BPK menunjung tinggi integritas :  BPK melaksanakan tugas sesuai

independen di bidang organisasi, : dengan mewajibkan setiap pemeriksa : dengan standar profesional

legislasi, dan anggarannya, serta : menjunjung tinggi kode etik pemeriksaan : pemeriksaan keuangan negara,
bebas dari pengaruh lembaga : dan standar perilaku profesional dalam : kode etik, dan nilai-nilai

negara lainnya. : melaksanakan tugasnya. : kelembagaan.




PEMERINTAH KABUPATEN
SEKADAU

=  SEKOLAH DASAR NETERI
B0 2Ll ANZAL KENTAWS L
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Auditer Eksternal

INTERNATIONAL
BPK ATOMIC ENERGY
AGENCY (IAEA)
2016-2021
International
Anti-Corruption
Academy (ACA)
2015-2017 & 2018-2020 csieny %" INTERNATIONAL
2 Y MARITIME
ORGANIZATION
(IM0)

2020-2023
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] 9 6 8 BPK Telah Menjalin
Hubungan Internasional

3 Organisasi Pemeriksaan Dunia
yanqg aktif diikuti oleh BPK :

INTOSAI

N
= ,,

® |[nternational Organization of ¢ r oy
Supreme Audit Institutions &

e Aktif sebagai pemeriksa eksternal
| gudu organisasi-organisasi
\ Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

\

@Aasosal

®  [Asian Organization of
Supreme Audit Institutions

v ® Memiliki kerja sama bilateral
{  dengan BPK{%H reme Audit
. Institution ﬂlﬁ negara lain

®  ASEAN ﬂrﬁnpi:uﬁpn of
Supreme Audit Institutions



Chair of the UN Panel of
External Auditors 2023

Vice Chair of\the UN IAAC

Member of thl UN Panel of
External Auditors since
2016




THE 59" ASOSAI GOVERNING BOARD MEETING

BPK

TERPILIH SEBAGAI
KETUA LEMBAGA
PEMERIKSA
SEDUNIA PERIODE
2028-2031

Indonesia diajukan untuk ditetapkan sebagai tuan rumah konferensi organisasi internasional lembaga
pemeriksa (INCOSAI) padatahun 2028. Pengajuan tersebut disepakati dalam pertemuan ke-59 organisasi
lembaga pemeriksa se-Asia (ASOSAI) Governing Board di Busan, Korea Selatan, 20 - 22 September 2023.

Dengan diagjukannya Indonesia sebagai tuan rumah INCOSAI 2028, maka Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI akan ditetapkan sebagai Ketua organisasi internasional lembaga pemeriksa (INTOSAI) periode
2028 - 2031. Penetapan tersebut akan dilaksanakan pada INCOSAI XXV tahun 2025 di Kairo, Mesir.
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thong [ ASEANSAL Sumumi
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7ih ASEAN Supreme A

«fuBEN SO

BPK

=] 2 ’g -

DIPERCAYA o ) i ¥
SEBAGAI i b -
SEKRETARIAT o
ASEANSAI PERIODE o
2024-2029 £
44

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai
sekretariat organisasi lembaga pemeriksa negara-negara anggota ASEAN (ASEANSAI)
periode 2024-2029. Penetapan ini dilakukan dalam the 7th ASEANSAI Summit yang
diselenggarakan di Manilg, Filipina.
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PENGHARGAAN BPK
DI DALAM NEGERI




REMENTERIAN KEUANGAN &+ == 9
® MIREKTORAT TENUERAL FERBENDAIARAAN 25 linlrers

“PIAGAM PENGHARGAAN

O KCEP- S8 KFN, § 30T 20

%

A | P

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PUSAT
(003024)

uuuuuu

w1 Prearamen o e s s Perpuitabssn Baden Pemer s
w1 B o iblss indoneiia sebagsl Bujukan Nassonal
Abredd s Serpurakase

PERINGKAT 1
ATKER DENGAN PENILAIAN INDIEATOR KINER]JA PEL AKSANAAN
ANGGARAN TERBAIE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023

PENGHARGAAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN PENGHARGAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGHARGAAN ATAS CAPAIAN KINERJA
NASIONAL DENGAN AKREDITASI A STATISTIK SEKTORAL PELAKSANA ANGGARAN SEMESTER | TA 2023
PADA KANTOR PUSAT

Bowi YKAN

PIAGAM PENGHARGAAN

S a5 TR S

SERTIFIKAT AKREDITASI

[ F— —— s

Badan L -L fum Forensik Digital

&
Arsip Lantal 7 Kantor

Godung WP,
A Senderal Gater Subssts Kav. 31 Rakastn Pusat, DRI Jakarts

PENGHARGAAN JARINGAN DOKUMENTASI LABORATORIUM FORENSIK DIGITAL BPK WARTA PEMERIKA RAIH BRONZE DI PENGHARGAAN SEBAGAI BADAN PUBLI
DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TERAKREDITASI SNI 1ISO/IEC 17025:2017 ANUGERAH HUMAS INDONESIA 2023 INFORMATIF

(JDIHN) AWARDS TAHUN 2023




' AKSES INFORMASI

9 E-mail : eppid@bpk.go.id
SOSIAL MEDIA

Website  : www.bpk.go.id
: @bpkri
: @bpkriofficial

: @humasbpkri.official

@ Youtube : BPKRI Offical

@ whatsapp : +62 8111 90 7010
o Tiktok : @bpk.ri

Alamat Surat:
PO BOX 4330 Jakarta 10043




Terima Kasih

Badan Pemeriksa Keuangan

@ www.bpk.go.id y @bpkri u BPK RI Official @bpkriofficial ﬁ humasbpkri.official @bpk.ri




